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ABSTRACT 
This  stud^: analyzes the conlergence in local government expenditure among local 
governments in East Java for the periods 2000-2005. The researcll question in 
this study is whether the local governments' expenditure are convergence or not. 
We are applying the me tho do lo^. of convergent model by analyzing the technique 
of Generalized Least Sqz~ares (GLS) .for the pool data. 

This study concludes there is an empirical evidence of convergence in local 
government expenditure among local government of East Java for the periods o f  
2000-2005. This finding shows how regions with lower government expenditure 
per-capita in 2000 grow faster than regions w.ith higher ones. Additionally, there 
is competition among the region in providing public utilities and services. 
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1. PENDAHULUAN 

Peranan pemerintah dalam perekonomian berbeda-beda sesuai dengan sistem 
perekonomian. Pemerintah berperan sangat dominan pada sistem perekonomian sosialis, 
dan berlaku sebaliknya dalam sistem perekonomian kapitalis lnurni (Mungkusubroto, 
1999: 1). Setiap ahli ekonomi berbeda-beda dalam penilaian mengenai seberapa jauh 
peranan yang seharusnya dilakukan oleh peinerintah dalam suatu perekonomian. 

Desentralisasi telah muncul sebagai paradigma baru dalain pembuatan berbagai kebijakan 
dan administrasi pembangunan sejak 1970-an. Perhatian terhadap desentralisasi tidak 
hanya disebabkan oleh gagalilya pereilcanaan secara terpusat dan populernya strategi 
pertumbuhan dengan pemerataan (growth with e q u i ~ ' ) ,  tetapi juga adanya kesadaran 
bahwa pembangunan tidak dapat dengall mudah dikendalikan dan direncanakail oleh 
pemerintah pusat, sehingga para ahli ekonomi berpendapat bahwa desentralisasi sangat 
pcnting dalaln perencanaan dan administrasi di negara dunia ketiga. 

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian 
kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal, yang meliputi 
aspek penerimaan dan pengeluaran. Desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tugas dan 
fungsi pemerintahan daerah sebagai penyedia barang dan jasa pelayanan kepada 




